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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya
pembatalan surat pernyataan ahli waris dan akibat-akibat hukum yang timbul dari
pembatalan surat pernyataan ahli waris yang berdampak terhadap ahli waris dan
harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Setelah seseorang meninggal dunia
dan memiliki harta kekayaan maka anggota keluarga berhak melakukan
pengelolaan terhadap harta kekayaan si pewaris. Dalam penelitian ini juga
menganalisis pembagian warisan terhadap harta kekayaan seseorang yang telah
meninggal dunia ditinjau dari ketentuan pembagian warisan menurut perspektif
KUH Perdata.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan
peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini
menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data. Data yang
diperoleh dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab
permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan menurut
ketentuan KUH Perdata didasarkan atas pembagian golongan ahli waris,
sebagaimana dijelaskan dalam Buku Il KUH Perdata. Dalam pembagian warisan
menurut KUH Perdata, golongan yang terdekat dengan pewaris akan mendinding
atau menutup golongan lainnya untuk memperoleh harta warisan. Dalam
penelitian ini surat pernyataan ahli waris dapat dibatalkan apabila pembagian
warisan tidak sesuai dengan ketentuan pembagian warisan menurut golongan yang
terdapat dalam KUH Perdata. Surat pernyataan ahli waris dapat dibuat melalui
pejabat berwenang seperti: Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP) ataupun
melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat yang berwenang. Surat pernyataan ahli
waris yang telah dibatalkan memiliki dampak terhadap ahli waris maupun harta
warisan yang ditinggalkan seperti ketidakabsahan surat pernyataan ahli waris dan
status kepemilikan harta warisan yang dapat beralih.

Kata kunci: pembatalan, ahli waris, harta warisan.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the causes of the cancellation of a
statement letter of inheritance (heir statement letter) and the legal consequences
arising from such cancellation, which may affect the heirs and the inheritance left
by the deceased. When a person passes away and leaves behind assets, the family
members are entitled to manage those assets. This research also analyzes the
distribution of inheritance in relation to the assets of a deceased person based on
the inheritance distribution provisions from the perspective of the Indonesian
Civil Code (KUH Perdata).

This research is descriptive in nature and employs normative legal
research, which involves the study of secondary legal materials and written
regulations or other legal sources. The study uses a document study method to
collect data. The collected data are examined and analyzed comprehensively to
answer the issues formulated in this research.

The results of the study show that inheritance distribution under the
provisions of the Civil Code is based on the classification of heir groups, as
outlined in Book Il of the Civil Code. Inheritance is distributed according to the
closest kinship group to the deceased, which will exclude other, more distant
groups from receiving a share of the estate. In this study, an heir statement letter
may be canceled if the inheritance distribution does not comply with the grouping
provisions of the Civil Code. The heir statement letter may be issued by
authorized officials such as a Notary, the Heritage Hall (Balai Harta
Peninggalan) BHP, or by the Head of Village/Urban Village (Lurah) or District
Head (Camat) with appropriate authority. A canceled heir statement letter has
implications for both the heirs and the inheritance, such as the invalidation of the
document and the potential change in ownership status of the inherited property.

Keywords: annulment, heir, inheritance.

*Student of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan
**Supervisor of Faculty of Law, Catholic University Medan of Santo Thomas Medan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Sebab Akibat Pembatalan Surat
Pernyataan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus:
Putusan Perkara No.368/Pdt.G/2024/PN Mdn)” dapat diselesaikan dengan
tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelas Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum
Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini,
penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas
Katolik Santo Thomas Medan.

2. Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H.,M.Hum. selaku dekan Fakultas
Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus sebagai dosen
pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan
hingga selesainya penulisan skripsi ini.

3. Ibu Ratna D.E Sirait, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing utama
saya yang telah memberikan bimbingan terbaik dalam penulisan skripsi ini.
Keberuntungan besar bisa menjadi anak bimbingan ibu karena begitu baik
dan sabar membimbing bahkan meluangkan waktunya serta membantu

dalam setiap masalah hingga selesainya penulisan skripsi ini.



. Bapak Kosman Samosir, S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji saya yang
telah memberikan saran dan kritik serta dapat dijadikan tempat bertukar
pikiran hingga selesainya penulisan skripsi ini.

. Bapak Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing
akademik yang senantiasa membimbing penulis selama dalam proses
perkuliahan.

. Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Program
Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan selama penulisan skripsi

ini.

. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Medan yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu selama proses
perkuliahan.

Kepada ayah penulis Almarhum Syarif Lumbantoruan, terimakasih buat
cinta, kasih dan didikan serta dukungan yang bapak berikan. Hari ini 19
Juni 2025 tepatnya 40 hari setelah kepergian bapak, pak borumu bentar lagi
sudah S.H. jadilah pendoa bagi kami dan terbanglah yang tinggi bapak.
Dan kepada ibunda penulis Rentama Nababan, terimakasih atas segalanya
yang bunda berikan dan terima kasih telah menjadi alasan bagi kami untuk
tetap kuat.

. Saudara-saudara dan keluarga penulis Jekson, Efri, Niar, Rio, Dora,
Carli, Imron, Irma dan Octavia, abang ipar Indra Sinaga serta
keponakan tersayang Dean A Sinaga atas dukungan dan doa-doa kalian

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.



10. Sahabat penulis Hermando Nababan, tiada cinta yang hebat tanpa
perjuangan yang hebat. Atas hari-hari dan perkuliahan yang berwarna
penulis ucapkan terima kasih dan teruslah menebar cinta, kasih dan karsa.

11. Keluarga besar Inaugurasi dan BEM-FH, atas dukungan dan bantuan
selama penulis menjalani proses perkuliahan.

12. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum terkhususnya kawan-kawan stambuk
21 yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama perkualiahan

13. Semua pihak yang memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan
skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan
dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun
dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu

membuat karya tulis yang lebih baik.

Medan, Juni 2025

Penulis

Dorista Lumbantoruan
NPM. 210600113



DAFTAR ISI

ABSTRAK . ...ttt ettt ettt e e ae e i
ABSTRACT ..ottt et e e et e e e et e e e aa e e ii
KATA PENGANTAR ...ttt a et e e nae e e iii
DAFTAR IS ..ottt et a et e e e anae e vi
BAB | PENDAHULUAN .....oooiiiiie ettt 1
A, Latar Belakang ...t 1
B. Rumusan Masalah ... e 10
C. Tujuan Penelitian,........... i cee e deee e e e cevee e sbee e e see e 11
D. Manfaat Penelitian ......cccoccocei kit srrmn et 11
E. Keaslian Penelitian.......cccoovieiiiiiiieic it 12
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA ittt ist ettt 15
A.  Hukum Waris Di INAONESIA ........coovveiviiiiieiiieiiie e 15
1. Pengertian NUKUM WarIS......cccoueiiiiiieiiee e s sie e s 15

2. ASAS-aSaS NUKUM WAKTS ...ooiiiiiiiiie ittt 18

B. Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) ........... 22
1. Subjek dan objek dalam pembagian warisan ...............ccccoeeveeviineeiinnnnnn 22

2. UNSUr-UNSUF PEWATIISAN ....c.vvveeieieeeiieeesieeesiteeessteeeasareeesnreeesnnaeesnaneeannas 23

3. Pembagian WariSan ............cceeeiuieeiiiie s 26

C. Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris.............cc.cccooveiveeeiiee e, 28
1. Pengertian dan dasar hukum surat pernyataan ahli waris ..................... 28

Vi



2. Prosedur pembatalan surat pernyataan ahli waris.............c.ccccccoovennnene. 30

3. Akibat hukum pembatalan surat pernyataan ahli waris..............c.......... 32
BAB Il METODE PENELITIAN ..o 34
A. Jenis dan SUMDEEN DAta...........cceiueieiiiieeiiieesiie e saee e seeeeanes 34
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data...........cccocceeiiieiiiiiieiiiesieenee e 35
C. Jalannya PENeITIAN .........cuoiiiiiiiieiii e 36
D. ANALISIS DALA .....viieiiiieiiieerae e ssiae s eeesiae e an e tea e et eeesnaeeesneaeesnraeennneeeas 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........cccooiiiiiiiiiinnnns 39
A. HasilPeneflilam... . 4. 0% ... ot Mo B v vee e B e eeiee e 39

1. Penyebab terjadinya pembatalan surat pernyataan ahli waris pada putusan
perkara N0.368/Pdt.G/2024/PN MdN ...........ccoveeiiie i 39

2. Akibat hukum pembatalan surat pernyataan ahli waris dalam pembagian
harta warisan pada putusan perkara No.368/Pdt.G/2024/PN Mdn............ 44

B. Pembaliasan . N ... e reereeptrreree oI oo e eeeeneneineenrnens 46
1. Penyebab terjadinya pembatalan surat pernyataan ahli waris pada putusan
perkara N0.368/Pdt.G/2024/PN MdN............ccceevieieiie e 46

2. Akibat hukum pembatalan surat pernyataan ahli waris dalam pembagian

harta warisan pada putusan perkara No.368/Pdt.G/2024/PN Mdn............ 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 60
A, KESIMPUIAN ... 60
B. SArAN ... 61
DAFTAR PUSTAKA ettt 62

Vii



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
Afandi, Ali, 2004, Hukum Waris,Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, Zainuddin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika.

Aryono, Aris Prio Agus Santoso, 2021, Pengantar Hukum Waris, Jakarta: Pustaka
Baru Press.

Bachrudin, H, 2019, Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata, Yogyakarta: PT
Kanisius.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT
Rafika Aditama.

Johnny, Jonaedi, 2018, Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris, Jakarta:
Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta; PT Kencana Media
Group.

Moechthar, Oemar, 2019, Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian
Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Pitlo, A, 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Belanda, Cetakan kedua, Jakarta: Intermasa.

Sidabalok, Janus, Ratna Deliana Erawati Sirait, 2019, Hukum Perdata Menurut
KUH Perdata Dan Perkembangannya Di Dalam Perundang-undangan
Indonesia, Cetakan Ke-2, Medan: USU Press.

Soekanto, Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3, Jakarta,
Universitas Indonesia.

Subekti, R, R.Tjitrosudibio, 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Jakarta: Balai Pustaka.

, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermassa.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,
Jakarta: Prenada Media.

62



63

Vollmar, H.F.A, 1992, Pengantar Studi Hukum Waris di Indonesia, Jakarta:
Rajawali Pers.

Yustikarini, Meliyana, 2022, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris
Adat, Jakarta: Damera Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Indonesia.

,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

C. Jurnal, Artikel dan Internet

Ahmad, Aden, "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris sebagai Persyaratan
Pengambilan Jaminan Kredit", Selat, Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018.

Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistim Hukum Perdata yang
Berlaku di Indonesia”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 3, No. 1,
Oktober 2018..

Mucthar, Henni, Analisis Yuridis Normatf Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan
Hak Asasi Manusia, Humanis, Vol. X1V, No.1 Th.2015.

Nindiasari, Septian Putri, Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris
Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB),
Mimbar Yustitia, Vol.7 No 1 Juni 2023.

P, Ricky Horas, Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan
Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris, Skripsi,
Universitas Medan Area.

Priyantonojati, Nixon Shadda, Abdul Jamil, “Akibat Hukum Terhadap Surat
Keterangan Warisan Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris
Dan Tidak Berdasarkan Surat Wasiat,” Prosiding Seminar Hukum Aktual.



64

Suhartono, Diana Anisya Fitri dkk, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,
Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, VVol.1, No 3 September 2022.

Wowor, Karel, "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata”, Lex
Privatum, Vol. VII, No. 6, Jul-Sep, 2019.

Kahendou, IP, “Hukum Waris Di Indonesia Selalu Dipengaruhi Perkembangan
Tiga Konsep Dasar Sistem Pewarisan”, http://repository.uki.ac .id/5614/2/
BABI.pdf, Diakses tgl.31 Maret 2025.

Sahdia, Halima, “Pembatalan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris
Akibat Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris”,
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/skripsi, diakses tgl. 29 Maret
2025.

Trisnawati, Riri, “Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akibat
Hukumnya”, eprints.unram.ac.id/29842, diakses tgl. 28 Maret 2025.

Aida Mardatillah, "Begini Cara Urus Surat Keterangan Ahli Waris di BHP dan
Notaris", https://www.hukum-online.com/berita/a/begini-cara-urus-surat-
keterangan-ahli-waris-di-bhp-dan-notaris-1t5f7349eb44413/. diakses
tanggal 28 Maret 2025.

Willa Wahyuni, "Akibat Hukum Pembatalan Surat Wasiat™, https://www.hukum-
online.com/berita/a/akibat-hukum-pembatalan-surat-wasiat-
1t631091eadf25c¢/, diakses tanggal 28 Maret 2025.

Kecamatan Medan Helvetia, “Format Surat Keterangan Ahli Waris”,
https://www.scribd. com/document/738371133/Format-Surat-Pernyataan-
Ahli-Waris-Kecamatan-Medan-Helvetia, diakses tanggal, 28 Maret 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "A.sas",
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ entri/asas, diakses tanggal 28 Maret 2025.

Maksum Rangkuti, "Asas Hukum: Pengertian dan Macam-Macam Asasnya",
https://fahum.umsu.ac.id/blog/asas-hukum-pengertian-dan-macam-
macam-asasnya/#:~:text=ber-laku%20di%?20Indonesia.-
,Pengertian%20Asas%20Hukum,undang%2Dundang%?20atau%20per-
aturan%20resmi, diakses tanggal 12 April 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Etimologi a.sas",
https://kbbi.kemdik-bud.go.id/Cari/Etimologi?eid=5456, diakses tanggal
28 Maret 2025.



